






A. Penelitian Terdahulu  
 Penelitian sosial merupakan penelitian kumulatif secara teoritis, yaitu 
penelitian yang berbasis kajian-kajian ilmiah terdahulu dalam menganalisis suatu 
realita dan menggunakan teori sebagai bahan analisanya. Hal tersebut karena 
disiplin ilmu sosiologi merupakan paradigma ganda sehingga membutuhkan 
pandangan-pandangan lain dari penelitian terdahulu agar mendapatkan 
kesimpulan yang tepat. Oleh karenanya dalam penelitian ini, peneliti berusaha 
mencoba membaca studi penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan 
perbandingan letak pentingnya penelitian kali ini dan perbedaan penelitian kali ini 
dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan judul penelitian yang saya 
lakukan berikut referensi penelitian terdahulu dalam penelitian ini. 
 Pertama, skripsi Ariska Umami (2019) berjudul “Tingkat Kesejahteraan 
Keluarga Petani di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantai Bayur Kabupaten 
Banyuasin”, hasil penelitian tersebut mendeskripsikan mengenai alih fungsi 
perkebunan kelapa sawit menjadi perkebunan coklat,tingkat kualitas kehidupan 
masyarakat menjadi lebih baik karena ciklat menjadi salah satu perkebunan 
dengan komoditas tinggi di pasar global, dampaknya harga coklat sangat tinggi 
berdampak pada tingkat kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Persamaan 
dengan penelitian yang saya lakukan terkait dengan tranformasi pertanian dengan 
buah yang menjadi komoditas dengan harga jual tinggi, sehigga dampaknya akan 




 Kedua, skripsi M Taufik Berutu (2017) berjudul “Kesejahteraan ekonomi 
petani Tradisonal Bawang Merah di Haranggaol, hasil penelitian ini mengenai 
penyerapan sektor tenaga kerja dari usia muda, hingga lansia dalam proses 
penanaman bawang merah, semua sektor angkatan kerja dapat terserap ke dalam 
proses produksi bawang merah sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi 
masyarakat. relevansi dengan penelitian yang saya lakukan mengenai semua 
sektor angkatan kerja dapat terserap dalam proses produksi pertanian blimbing, 
sehingga masyarakat dari semua usia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi 
mereka masing-masing. 
 Ketiga, skripsi Mutiara Pradipta (2017) berjudul Tingkat Kesejahteraan 
keluarga petani di desa Sumber Agung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, 
hasil penelitian tersebut mendeksripsikan terkait peran pemerintah desa dalam 
pendampingan pertanian melalui bantuan secara efektif melalui kelompok tani, 
sehingga seluruh petani mendapatkan askes bantuan berupa pupuk dan benih 
tanaman palawija melalui pemerintah desa setempat. Relevansi dengan penelitian 
yang saya lakukan mengenai peran pemerintah desa pojok dalam 
mengembangkan potensi pertanian blimbing dengan melakukan kerja sama 
dengan kelompok tani setempat serta melakukan kerjasama dengan dinas 
pertanian setempat sebagai upaya inovasi pertanian blimbing lebih maksimal. 
 Keempat, skripsi Nasri (2013) berjudul “Peranan kelompok Tani dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ulujangan Kecamatan 
Bontolempangan, Kabupaten Gowa, hasil penelitian tersebut menjelaskan 
mengenai peranan kelompok tani dalam melakukan pendampingan kepada petani 




holder sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial petani melalui peran 
kelompok tani secara berkelanjutan. Relevansi dengan penelitian yang saya 
lakukan mengenai pendampingan kelompok tani desa pojok dalam inovasi 
komoditas blimbimg dewa di kawasan desa pojok, peranan sentral kelompok tani 
membuat hasil pertanian lebih maksimal guna menunjang pendapatan petani 
blimbing setiap musimnya. 
 Kelima, skripsi Dewa Mahardika Ardani (2019) dengan judul Analisis 
Kesejahteran petani Lada Putih di Kabupaten Belitung Timur, hasil penelitian ini 
mendeskripsikan mengenai tranformasi pertanian dari pertanian palawija menjadi 
pertanian lada putih, lada putih salah satu komoditas yang memiliki pangsa pasar 
lebih tinggi, sehingga hasil pertanian yang di dapatkan petani lebih besar dari 
sektor pertanian lada putih, dampaknya kesejahteraan petani meningkat. Relevansi 
dengan penelitian yang saya lakukan mengenai pertanian blimbing di des pojok 
dapat meningkatkan kesejahteraan petani, karena harga jual blimbing yang lebih 
tinggi serta blimbing berbuah setiap musim, transformasi pertanian ini 
meningkatkan kesejahteraan petani di desa pojok, kecamatan ponggok, kabupaten 
blitar.  
 
B. Pembangunan Sosial  
Menurut Midgley, Pembangunan Sosial merupakan proses perubahan 
sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk 





1. Ada beberapa faktor untuk memperdalam pembangunan sosial, yaitu meliputi4:  
a. Linked to economic develepment, pembangunan sosial tidak terlepas dari 
pembangunan ekonomi, implementasi kebijakan dan program sosial 
dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat harus difokuskan dalam 
perubahan sosial ekonomi masyarakat. 
b. Pembangunan sosial mengadung pengertian adanya proses, konsep yang 
dinamis melahirkan berbagai macam gagasan secara simbolik, konsep ini 
memiliki konotasi yang positif dalam  konteks yang dinamis. 
c. Pembangunan sosial dikaitkan dengan seluruh penduduk, karena 
pembangunan sosial tidak memfokuskan atau mengutamakan orang-
orang tertentu saja , tetapi lebih mementingkan kesejahteraan bersama. 
d. Tujuan pembangunan sosial adalah memliki strategi peningkatan taraf 
hidup individu, strategi secara tidak langsung menghubungkan intervensi 
sosial dengan usaha pembangunan-pembangunan ekonomi, karena 
adanya perbedaan diantara mereka, yaitu keyakinan dan ideologi. 
e. Bahwa pembagunan sosial adalah menuju welfare state, berkaitan dengan 
kondisi sosial bilamana masalah-masalah sosial dapat diatasi secara 
memuaskan, kebutuhan terpenuhi dengan baik serta memiki rasa aman 
dalam hidup serta memiki kesempatan yang sama atas pemenuhan hak 
individu.  
Pembangunan sosial meliputi aspek-aspek yang sangat luas, dan 
pendidikan merupakan aspek yang paling luas dibandingkan dengan aspek-aspek 
yang lain. Aspek-aspeknya ini meliputi kesehatan, keluarga berencana, gizi, 
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perbaikan perkampungan miskin, air minum di kota dan perubahan yang lebih 
baik untuk kemiskinan. Dalam pengertian ini terlihat bahwa pembangunan sosial 
tidak hanya bersifat inclusive atau univer salistic tetapi juga ditujukan pada orang-
orang atau kelompok yang sangat memerlukan atau miskin secara individual. 
Tujuan dari pembangunan sosial pada dasarnya adalah devolopment off the 
well being of the people, maka penekanan dari pembangunan sosial pada dasarnya 
adalah pada pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia. Dalam 
kaitannya dengan pembangunan ekonomi, Payne menyatakan bahwa pada 
beberapa negara pembangunan ekonominya yang sudah baik, isu lebih mengarah 
pada pembangunan sosial dan ekonomi lebih mengarah pada pembangunan ke 
wilayah perkotaan, pengurangan wilayah industri dan perencanaan lingkungan, 
hal ini berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang masih buruk, 
seperti indonesia yang fokus pembangunan sosialnya masih mengarah pada 
pengurangan angka kemiskinan ataupun program pengendalian kemiskinan 
penduduk, sehingga isu pelestarian hidup hanya menjadi isu sampingan belaka, 
dan bukan menjadi isu utama.  
Menguatnya desentralisasi membawa harapan dan tantangan tersendiri 
bagi proses pencapaian tujuan pembangunan kesejahteraan sosial. Digerakkan 
oleh globlisasi arah internasional dan reformasi pada arah nasional, mencuatnya 
isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, tanpa 
sikap dan komitmen mengenai makna good govermance, desentralisasi dapat 
menimbulkan jebakan-jebakan strategis dan implementasi pembangunan 




Pada era sentralisasi, kebijakan sosial tentang pembangunan sosial tentang 
pembangunan sosial di bidang kesejahteraan sosial dilakukan secara terpusat, 
dimana peran pemerintah pusat sangat dominan sebagai penentu kebijakan. 
Namun seiring dengan gelombang reformasi telah mengubah format politik dan 
sistem pemerintahan yang sebelumnya dilakukan secara terpusat menjadi 
terdistribusi melalui pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi, yang 
membawa angin segar bagi tumbuhnya demokrasi dan partisipasi warga dalam 
segenap aktivitas pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan 
kesejahteraan sosial masyarakat. Muncul pendapat bahwa desentralisasi 
menguatkan elite-elite lokal, menyuburkan primordialisme, mendaerahkan KKN 
yang berujung pada disintegritas bangsa. 
Desentralisasi dalam era pembangunan sosial tidak serta merta menguntungkan 
penguasa dan pengusaha, bukan menguntungkan kepentingan marginal. Sebagaimana 
yang dikemukakan Gaventa bahwa hambatan kekuasaan, pengucilan sosial, kecilnya 
kemampuan individu dalam kapasitas organisasi secara kolektif menyebabkan rakyat 
kecil hanya menikmati sangat sedikit dari sistem desentralisasi.  
2. Menurut Edi Soeharto, ada 2 isu utama dalam era pembangunan sosial di 
indonesia yaitu : 
a. Money follows function  
Undang-undang daerah yang baru berpedoman pada money function, 
artinya otonomi darah tidak ditentukan oleh besarnya Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), melainkan oleh kemampuan dalam menjalankan 





b. Pembangunan ekonomi dulu baru pembangunan kesejahteraan sosial. 
Keragaman sumber daya manusia dan potensi ekonomi daerah sering kali 
menimbulkan pandangan generalisasi bahwa pembangunan kesejahteraan 
sosial hanya boleh dilakukan oleh daerah dengan kemampuan ekonomi 
yang merata. Desentralisasi yang memberikan keleluasaan pada daerah 
untuk merumuskan kebijakan dan anggaran serta meniadakan 
pembentukan institusi sosial. Pembangunan institusi sosial dianggap 
boros dan perlu dilakukan jika Pendapatan Asli Daerah sudah mumpuni, 
padahal studi di negara lain bahwa pembangunan sosial tidak bergantung 
pada kemampuan ekonomi suatu negara
5
. 
3. Paling tidak terdapat empat faktor kunci dalam menjamin perlindungan sosial 
sebagai salah satu aspek pendorong pembangunan sosial dalam konteks 
Otonomi daerah  dalam sebuah negara menurut Lins Juan , yaitu : 
a. Good Governance  
Tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas mendorong 
adanya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran 
sebuah kebijakan publik yang terfokus pada pembangunan sosial. 
b. Reformasi Birokrasi dan Anggaran Daerah untuk pembangunan sosial 
masyarakat. Suatu birokrasi yang efisien, intensif yang lebih memadai, 
struktur birokrasi yang ramping dan fungsional. Reformasi ini berhasil 
memotong anggaran sehingga bisa direlokasikan untuk keperluan yang 
lebih produktif, termasuk pembiayaan perbaikan infrastruktur di daerah 
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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c. Partisipasi Masyarakat 
Keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi pada upaya-upaya 
pendorong promosi kebijakan, dukungan atas kebijakan, aksi-aksi 
sukarela dalam implementasi di lapangan, bahwa partisipasi komisi-
komisi ekstra negara mampu memberikan desakan kepada pemerintah 
untuk merperbaiki pembangunan sosial masyarakat
6
. 
Dalam suatu pembangunan sosial masyarakat harus memiliki rasa 
keadilan bersama, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang berkuasa 
secara dominan, fungsi ekonomi harus berjalan sesuai skema yang ada, tanpa 
melahirkan konflik dalam masyarakat, kesetaraan dalam lingkungan 
masyarakat bisa diukur jika produktivitas masyarakat juga tinggi. 
4.  Menurut Arif Budiman untuk mengukur pembangunan sosial bisa dilihat dari 
beberapa aspek sebagai berikut. 
a. Pemeratan  
Kekayaan keseluruhan yang di miliki atau yang di produksi sebuah 
bangsa tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua 
penduduknya. Oleh karena itu timbul keinginan untuk memasukan aspek 
pemerataan dalam pembangunan. Pemerataan ini secara sederhana di 
ukur dengan beberapa persen dari PNB diraih oleh 40% penduduk 
termiskin, 40% penduduk golongan menengah, dan 20% penduduk 
golongan terkaya. Bangsa yang berhasil melakukan pembangunan adalah 
mereka yang disamping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga 
makmur dan sejahtera. 
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b. Kekayaan rata-rata 
Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, apabila 
pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Dengan demikian yang di ukur 
adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap 
tahunnya. Dengan adanya tolak ukur ini, kita dapat membandingkan 
negara yang satu dengan negara lain. Dengan demikian pembangunan di 
sini diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah negara. 
c. Kerusakan lingkungan 
Negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatannya bisa saja 
berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin, karena 
pembangunan yang menghasilkan produktifitas yang tinggi itu tidak 
memperdulikan dampak terhadap lingkunganya. Lingkungan semakin 
rusak, akibatnya pembangunan tidak bisa berkelanjutan. Karena itu 
dalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru, dimasukan 
juga faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan. 
d. Kualitas kehidupan  
Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraaan suatu negara 
dilihat dengan presentase yang dipekenalkan oleh Moris dengan 
memakai berbagai indikator, dapat dilihat dari rata-rata harapan hidup 
sesudah umur satu tahun, kedua rata-rata jumlah kematian bayi, ketiga 
rata-rata presentasi angka buta huruf. Apabila sebuah negara sudah 
berhasil menjalankan beberapa indikator tersebut maka negara tersebut 





e. Keadilan sosial dan Kesinambungan 
Tolak ukur pembangunan yang berhasil, ditandai dengan tingkat 
produktivitas yang sangat tinggi di sebuah negara, keadilan sosial lebih 
membahas mengenai pemerataan pendapatan, dimana tidak ada yang 
berkuasa sacara mutlak dalam hal kebijakan ekonomi yang digulirkan, 
selanjutnya faktor lingkungan yag berfungsi untuk melestarikan 
pembangunan ini, supaya bisa berlangsung secara terus menerus. 
Sebenarnya, faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan saling berkaitan 
erat, yang pertama keadilan sosial bukanlah faktor yang dimasukkan atas 
dasar pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja, tetapi faktor ini 
berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga, apabila terjadi 
kesejangan secara mencolok antara orang kaya dan miskin, masyarakat 
bersangkutan menjadi rawan secara politis7.  
 
C. Partisipasi Mayarakat 
Partisipasi dapat diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam 
suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan ataupun kegiatan. Partisipasi 
merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. 
Menurut A. Oktarina Dewi A. A. P Jurusan Antropologi, Makasar (2013, 
hal :10) Ada berbagai tingkatan dan arti partisi[asi masyaarkat antara lain : 
a. Pasrtisipasi Manipulasi (Manipulative Partsipation) 
Karakteristik dari model partisipasi ini adalah keanggotaan berifat 
keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, dan atau 
kelompok-kelompok. Jadi tidak berbasis pada partisipasi individu. 
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b. Partisipasi Pasif (Passive Partisipation) 
Partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa 
yang telah terjadi, informasi dari administrator tanpa mau mendengarkan 
respon dari rakyat tentang keputusan atau infromasi tersebut. Informasi 
yang disampaikan hanya untuk orang-orang luar yang profesional. 
c. Partisipasi Melalui Konsultasi (Partisipation by Consulation) 
Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. 
Orang dari luar mendefinisikan masalah-masalah dan proses 
pengumpulan informasi dan mengawasli analisa. Proses konsultasi 
tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan dan 
pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang lain. 
d. Partisipasi Untuk Insentif (Partisipation for Material Incentive) 
Partisipasi rakyat melalui dukungan beberapa sumber daya, 
misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau intensif 
material lainnya. Mungkin petani menyediakan lahan dan tenaga, tetapi 
mereka dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. 
Kelemahan dari model partisipasi ini adalah apabila intensif habis maka 
teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut. 
e. Partisipasi Fungsional (Functional Partisipation) 
Partisipasi dapat dilihat dari lembaga eksternal sebagai suatu tujuan 
akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya. 
Rakyat mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk 
menentukan tujuan yang terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti itu 




pengambilan keputusan, tetapi cenderung keputusan tersebut diambil 
setelah keputusan utama ditetapkan oleh orang luar desa atau luar 
komunitas rakyat desa yang bersangkutan. 
f. Partisipasi Interaktif (Interactive Partisipation)  
Partisipasi rakyat dalam analisa bersama mengenai pengembangan 
perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. 
Partisipasi dilihat sebagai suatu hak, tidak hanya berarti satu cara untuk 
mencapai target proyek saja, tetapi melibatkan multi-disiplin metodologi 
dan ada proses belajar terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal 
oleh kelompok dan kelompok menentukan  bagaimana ketersediaan 
sumber daya yang digunakan, sehingga kelompok tersebut memiliki 
kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada dilingkungannya. 
g. Partisipasi Inisiatif (Self-Mobilisation) 
Partisipasi melalui pengambilan inisiatif secara independen dari 
lembaga luar untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat 
mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk advis 
mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga 
mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Hal ini dapat 
dikembangkan jika pemerintah dan LSM menyiapkan satu kerangka 
pemikiran untuk mendukung suatu kegiatan.  
a. ada di lingkungan masyarakat yang berupa potensi fisik dan geografi 






D. Konsep Masyarakat 
Menurut Koentjaraningrat (1989:138), masyarakat adalah kesatuan hidup 
manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 
kolektif dimana manusia itu bergaul dan berinteraksi. Interaksi antara individu 
dengan keinginan dan tujuan yang sama tersebut pada akhirnya melahirkan 
kebudayaan. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling 
berhubungan satu sama lain, sementara kebudayaan adalah suatu sistem norma 
dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. 
Melalui kebudayaannya, manusia menciptakan tatanan kehidupan yang ideal. 
Ciri-ciri masyarakat menurut Soekanto (2013:136), dalam masyarakat 
yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat 
perkotaan rural community, dan urban community. Perbedaan tersebut sebenarnya 
tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena 
dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-
pengaruh dari kota lain. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja pengaruh dari kota 
secara relatif tidak ada. Pembedaan antara masyarakat pedesaan dengan 
masyarakat masyarakat perkotaan pada hakikatnya bersifat gradual.  
Ciri-ciri masyarakat pedesaan meliputi: 
a. Warga memiliki hubungan yang lebih erat. 
b. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan. 
c. Umumnya hidup dari pertanian. 
d. Golongan orang tua memegang peranan penting. 





f. Perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan. 
g. Banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik. 
Ciri-ciri masyarakat perkotaan meliputi: 
a. Jumlah penduduknya tidak tentu. 
b. Pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas batasannya dan lebih sulit mencari 
pekerjaan. 
c. Perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik antara 
golongan muda dengan golongan orang tua. 
d. Interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi. 
e. Perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan 
masalah prestise. 
f. Kehidupan keagamaan lebih longgar. 
g. Banyak migran yang berasal dari daerah dan berakibat negatif di kota, 
yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas, persoalan rumah dan lain-lain. 
Menurut Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2013:186) berpendapat bahwa 
tipe-tipe masyarakat dapat dikalsifikasikan sebagai berikut: 
a. Crescive institutions dan enacted institutions merupakan klasifikasi dari 
sudut perkembangannya.Crescive institutions adalah lembaga paling 
primer yang tumbuh secara tak sengaja dari adat istiadat masyarakat, 
sedangkan enacted intitutionsmerupakan lembaga yang dengan egaja 
dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. 
b. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, adanya klasifikasi 
basic institutions dan subsidiary institutions. Basic instituions dianggap 




mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, sedangkan subsidiary 
intitutions adalah yang dianggap kurang penting. 
c. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan approved atau social 
sanctional institutional dan unsanctioned institutions.Approved atau social 
sanctioned adalah lembaga-lembaga masyarakat seperti misalnya sekolahan, 
sedangkan unsanctioned institutions merupakan yang ditolak oleh masyarakat. 
d. General institutional dengan restricted intitutions adalah klasifikasi 
berdasarkan pada faktor penyebarannya. Misalkan agama adalah 
merupakan suatu general institution karena dikenal oleh hampir semua 
masyarakat di dunia. Sedangkan restriced institutions seperti agama Islam, 
Protestan, Katolik, Buddha dan lain-lainnya. 
e. Berdasarkan fungsinya terdapat pembedaan antara operative institutions 
dan regulative institutions. Operative institutions berfungsi sebagai 
lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk 
mecapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan regulative 
institutions bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan 
yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. 
 
E. Konsepsi Kesejateraan Sosial  
Menurut Edi Suharto, Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau 
bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik 
oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk 
mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah 
sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat8. 
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Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan 
sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas kondisi 
sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis 
menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang 
dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama 
pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada. 
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial 
memiliki ketentuan-kententuan pokok meliputi , Kesejahteraan sosial ialah suatu 
tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi 
oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan keteraturan sosial, yang mewajibkan 
manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-
baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak 
asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila9. 
Gambaran tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan 
dimana digambarkan secara ideal berdasarkan tata kehidupan masyarakat, 
menempatkan aspek sosial lebih penting dari aspek yang lain, tetapi mencoba 
upaya mendapatkan titik equlibrium. Keseimbangan antara aspek jasmaniah dan 
rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material maupun spiritual. 
Menurut Esping dan Anderson, kesejahteraan masyarakat mengacu pada 
peran negara dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian dalam suatu 
tatanan sistem untuk menjamin ketersedian pelayanan dan terpenuhinya 
kebutuhan ekonomi, kesejahteran masyarakat merupakan implementasi dari 
sebuah tatanan sistem yang berintegrasi dengan kekuasan politik negara, dimana 
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fungsi negara berhasil membentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.10 
Masyarakat dipandang sebagai asosiasi manusia yang memiliki tujuan dan 
harapan bersama menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, guna mendorong 
terciptanya kesejahteraan masyarakat ada beberapa poin penting yang menjadi 
dasar perubahannya salah satunya tingkat partisipasi masyarakat serta pengawasan 
masyarakat terhadapkebijakan yang dikeluarkan oleh negara. 
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, Menurut Barr negara 
adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari 
masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan 
manusia dalam masyarakat dan mentertibkan gejala-gejala kekuasaan 
masyarakat11. Kesejahteraan sosial mengacu pada struktur tatanan kebijakan 
negara di suatu wilayah kekuasaan guna menciptakan tujuan dari kehidupan 
bersama. 
1.  dalam konsepsi negara kesejahteraan harus melakukan tindakan sebagai 
berikut untuk menuju welfare state : 
a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, 
yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis 
yang membahayakan. 
b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan kemanusiaan dan 
golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan dari seluruh masyarakat. 
Negara berhak menentukan bagaimana kegaiatan asosiasi masyarakat 
disesuaikan satu sama lain dan diarahkan pada tujuan nasional. 
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Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum yang sedang 
dianut, kekuasaan negara mempunyai domain paling kuat dan teratur, 
maka semua golongan yang memperjuangan  peningkatan kesejahteraan 
sosial masyarakat harus bersatu dan dapat menempatkan diri sesuai 
dengan kemampuan masing-masing.  
Kesejahteraan harus dijamin oleh negara kepada masyarakat meliputi 
seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, 
hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi 
jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 
Untuk mendapatkan kesejahteraan itu dapat dicapai dengan beberapa 
indikator. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan, tak perlu juga melakukan 
yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai 
kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. 
Pertama, Jumlah dan pemerataan pendapatan, hal ini berhubungan dengan 
masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi 
usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja lebih ditingkatkan 
dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, manusia dapat mencapai 
kesejahteraan, Kondisi  masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat 
adalah jumlah dan besaran pendapatan yang belum memadai. 
Kedua, pendidikan tanpa adanya kelas sosial masyarakat. Pendidikan yang 
mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan menempuh  




pendidikan setinggi-tingginya tanpa adanya batasan sedikitpun. Dengan 
pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat. 
Dengan demikian kesempatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak 
semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan 
kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak 
menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan 
merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan 
untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki 
kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang 
diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, 
sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuia dengan 
kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun 
non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang 
sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. 
Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu 
menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat 
dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu 
menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. 
Ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata di seluruh 
kawasan indonesia, kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan 
dan pendidikan, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama 
dilakukan oleh pemerintah, Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan 
kesejahteraan dirinya sendiri. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus banyak 




kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. ini merupakan kewajiban 
pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan 
masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara 
masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh 
rakyatnya. 
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari Indeks 
Pembangunan Manusia Indonesia (IPM), untuk 2015 adalah 0.689. Ini 
menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan 
peringkat 113 dari 188 negara di seluruh dunia. Nilai IPM meningkat 30,5 persen 
dari nilai pada tahun 1990. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai 
Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, peningkatan kualitas pendidikan, 
dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut.12 
Namun demikian IPM Indonesia menurun ke 0,563 (turun 18,2 persen) 
bila kesenjangan masyarakat diperhitungkan. Kesenjangan pendidikan dan angka 
harapan hidup harapa di Indonesia lebih tinggi dari Asia Timur dan Pasifik, 
namun Indonesia lebih baik dalam hal kesenjangan pendapatan dan tingginya 
toleransi gender dibanding negara Asia lainnya. 
Kesetaraan gender dan tinginya toleransi antar sesama manusia tanpa 
membedakan kelas sosial adalah pendorong utama pembangunan berkelanjutan. 
Pada tahun 2014, data yang terpilah menurut jenis kelamin diperkenalkan ke 
dalam IPM, sehingga UNDP untuk menghitung dan membandingkan IPM untuk 
laki-laki dan IPM untuk perempuan. Namun sayangnya di sebagian besar negara 
di dunia, laki-laki dan perempuan tidak menikmati tingkat pembangunan manusia 
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yang sama. Di Indonesia, Indeks untuk laki-laki adalah  0,712. Sedangkan untuk 
perempuan Indonesia hanya mencapai 0,6613.Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan dan tidak ada seorangpun yang tertinggal, menyerukan perhatian 
yang lebih besar untuk memberdayakan yang paling termarjinalisasi dalam 
masyarakat dan mengakui pentingnya memberi mereka suara yang lebih besar 
dalam proses pengambilan keputusan. Laporan Pembangunan Manusia 2016 juga 
menyerukan pergeseran ke arah penilaian kemajuan dalam bidang-bidang seperti 
partisipasi dan otonomi. Dengan menghilangkan norma-norma sosial dan hukum 
yang diskriminatif di indonesia dan mengatasi akses yang tidak setara terhadap 
partisipasi politik yang telah menghambat kemajuan begitu banyak orang, 
kemiskinan bisa diberantas dan pembangunan yang damai, adil dan berkelanjutan 
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